PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 06 Maret 2026 Halaman: 5

» TUNJANGAN PEKERJA

Pengawasan
Pembayaran
THR Diperketat

DANUREJAN—Menjelang Hari Raya Idulfitri
2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
(Disnak DIY)
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah
terulangnya pelanggaran seperti yang terjadi
pada tahun sebelumnya.

Kepala Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo,
mengungkapkan pada 2025 terdapat 120
perusahaan di DIY yang diadukan terkait dengan
pembayaran THR. Mayoritas laporan yang masuk
berkaitan dengan
oleh perusahaan. “Jenis pelanggaran yang
paling sering dilaporkan adalah keterlambatan
pembayaran THR, yakni belum dibayarkan
hingga kurang dari H-7 Lebaran sebagaimana
diatur dalam ketentuan,” ujarnya, Kamis (5/3).

Menurut Ariyanto, jumlah aduan terbanyak
berasal dari Kabupaten Sleman. Meski demikian,
ia memastikan seluruh laporan yang masuk
telah diti juti oleh intah
kota dan sebagian besar perusahaan akhimya

THR.
laporan dari kota, <
k k tersebut sudah diti juti dan

THR akhirnya dibayarkan,” katanya.

Sepanjang 2025, tercatat 11 perusahaan
di DIY direkomendasikan menerima sanksi

inis if oleh jaan
Di Kota Jogja, tiga perusahaan mendapat

k dasi sanksi dan telah
melunasi pembayaran THR kepada pekerja.

Di Kabupaten Sleman, empat perusahaan
direkomendasikan menerima sanksi. Dari jumlah
tersebut, satu perusahaan telah membayarkan
THR, dua perusahaan sudah tutup, dan satu
perusahaan tidak dapat dihubungi oleh pengadu.

Sementara di Kabupaten Bantul, empat

juga di i menerima
sanksi. Dua perusahaan telah membayarkan THR,
sedangkan dua perusahaan lainnya memiliki
izin usaha di luar DIY sehingga penindakannya
memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Ariyanto menjelaskan sebagian besar kasus
dapat diselesaikan setelah dinas memanggil
pihak untuk ikan Klarifikasi.
“Sebagian besar kasus terselesaikan setelah
tim dari dinas memanggil perusahaan yang
bersangkutan,” katanya.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan
kepada yang
meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi, hingga pembekuan
kegiatan usaha.

Untuk tahun ini belum ada aduan terkait
pembayaran THR yang masuk ke Disnakertrans
DIY.. Meski demikian, pengawasan tetap
diperketat, termasuk melalui deteksi dini
terhadap  perusahaan-perusahaan  yang
sebelumnya pernah diadukan. (stefant vulindriani)
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